Menimbang :

Mengingat

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

a. bahwa cagar budaya, merupakan kekayaan alam dan
budaya bangsa yang memiliki peran penting bagi
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara;

b. bahwa untuk mengelola cagar budaya, perlu upaya
pelindungan, pengembangan, pengelolaan, dan
pemanfaatan cagar budaya;

c. bahwa perkembangan pembangunan dan pola hidup
masyarakat yang mengalami peningkatan dan
perubahan yang pesat, dapat mengancam keberadaan
cagar budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah bumbu dan Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 6, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengel olaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
"Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
Bidglang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);
Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di
Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3599);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyel enggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5733);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi M asyarakat dalam Penyel enggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5733);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan alas Peraturan Dacrah Nomor 19
Tahun 2016 te n tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18
tahun 2017 tentang M akam (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8
Tahun 2018 tentang Penyel enggaraan K epariwisataan
(Lembaran Daerah Kabupatcn Tanah Bumbu Tahun
2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn

Tanah Bumbu Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyel enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pel aksanaan urusan pemerintahan yang men' di
kewenangan daerah otonom.
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10.

a Daerah yang sel anjutnya disebut Bupati adalah
4. Peranffanah Bumbu

DPRD Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
(dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

Pedhdingang Ditunjuk adalah pejabat di lingkungan
mendapat  daerah yang berwenang di bidang tertentu dan
6. Budaya pendelegasian dari Bupati.

oang Dnerah adalah sislem nilai yang dianutoleh setiap

Tanah Bumbu, yang diyakini memenuhi harapan

warga masyarakat dun didalamnya terdapat nilai, sikap,
serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat
memenuhi kehidupan warga masyarakat.

Cagar Budaya adal ah warisan budaya bersifat kebendaan
berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,
st.ruktur eagar budaya, situs eagar budaya, dan kawasan
cagar budaya didarat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sgjarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,
agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda
buatan manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia, serta
sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan
manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sgjarah
manusia, balk bergerak maupun tidak bergerak, yang
merupakan kesatuan atau kelompok, atau sebagian, atau
sisayang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan
dan sgarah perkembangan manusia, berusia 50 (lima
puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling
singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi
sgjarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan
kepribadian bangsa.

Bangunan Cagar Budaya adal ah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau
tidak berdinding, dan beratap, berunsur tunggal atau
banyak, dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan
formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh)
tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian
bangsa.

Struktur Cagar Budaya adal ah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang
menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk
menampung kebutuhan manusia, berunsur tunggal atau
banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu
dengan formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahuns=— &
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lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima
puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi segjarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian
bangsa.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat
dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya,
bangunan cagar budaya, clan/atau struktur cagar budaya
sebagal hasil kegiatan manusia dan menyimpan informasi

kegiatan manusia pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis
yang memiliki dua situs eagar budaya atau lebih yang
|letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata
ruang yang khas, berupa lanskap budaya hasil bentukan
manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun,

memiliki polayang memperlihatkan fungsi ruangpada
masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun,

memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses
pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatkan bukti

pembentukan lanskap budaya dan memiliki lapisan tanah
terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau
endapan fosi| serta dianggap mempunyai nilai penting bagi

sgjarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap
cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial

dan kewajiban untuk melestarikannya.

Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang

dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan

perbuatan hukum berkenaan dengan pel estarian eagar

budaya.

Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik

kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang

untuk mengel ola cagar budaya dengan tetap

memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk

melestarikannya.

Kompensas adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan

uang dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian
dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat
kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan,
pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

Museum adal ah lembaga permanen yang tidak mencari
keuntungan guna melayani masyarakat dan
pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan
pelestarian koleksi cagar budaya dan/atau bukan cagar
budaya di bawah pengel olaan seorang kurator, serta
memamerkan dan mengkomunikasikan koleksinya untuk
tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan.

19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan,

struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis tluk
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diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah
daerah.

Penetapan adalah pemberian status cagar budaya
terhadap objek pendaftaran (benda, bangunan, struktur,
lokasi, atau satuan ruang geografis) yang dilakukan oleh
pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli
cagar budaya.

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan
keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
Pengel olaan adalah upaya terpadu untuk melindungi,
mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya
melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pel aksanaan,
dan pengawasan untuk sebesar-besar kesgjahteraan
rakyat.

Pelindungan adal ah upaya mencegah dan
menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau
kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan,
zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
Penyelamatan adal ah upaya menghindarkan dan/atau
menanggulangi cagar budaya dari kerusakan,
kehancuran, atau kemusnahan.

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar
budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar
kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan
struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian
bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan
untuk memperpanjang usianya.

Pengembangan adal ah peningkatan potensi nilai,
informasi, dan promosi cagar budaya
sertapemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi,dan
adaptasi secara bcrkelanjutan serta tidal ( bertentangan
dengan tujuan pelestarian.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk
kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan
menurutkaidah dan metodeyang sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi
kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan,
dan pengembangan kebudayaan.

Revitalisas adalah kegiatan pengembangan yang
ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai penting
cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang
tidal ( bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai
budaya masyarakat.
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Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya
untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan
masa kini dengan melakukan peruhahan terbatas yang
tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pcntingnya
atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai
penting

Penetapan adalah pemberian status eagar budaya
terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan
ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar
budaya.

Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau
struktur cagar budaya, balk seluruh maupun sebagian.
Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs
cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan
kebutuhan.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di
wilayah Tanah Bumbu.

Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat,
badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha
bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian dan pengel olaan cagar budaya dilaksanakan
berdasarkan asas:

SQ@ O Q0T

Pancasilg;

Bhinneka Tunggal Ika;
kenusantaraan;

keadilan;

ketertiban dan kepastian hukum;
kemanfaatan;

keberlanjutan;

partisipasi; dan

transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengel olaan Cagar Budaya bertujuan :

a
b.

C.

—h

mengel ola warisan Budaya Daerah;

meningkatkan jati diri Daerah sebagai Daerah yang
berbudaya;

meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap warisan
Budaya Daerah;

mendayagunakan Cagar Budaya agar dapat memberikan
manfaat bagi kepentingan agama, sosial ekonomi,
pendidikan, ilmu pengetahuan dan pariwisata;
meningkatkan kesgjahteraan Masyarakat;

mempromosi kan warisan Budaya Daerah.
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Pasal 4

Badang Lingkup Pengaturan Cagar Budaya dalam Peraturan

ini meliputi :
pelestarian - Cagar Budaya Daerah;
penetapan Cagar Budaya peringkat Daerah;
pengel olaan Cagar Budaya peringkat Daerah;
penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah
dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

BAB Il
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur
Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a
b.

berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh)
tahun;

memiliki arti khusus bagi sgjarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

a

berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang
dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang
dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau
dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan

merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a

b.

berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:
a berunsur tunggal atau banyak; dan/atau

b.

sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam
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Bagian Kcdua
Situs clan Kawasan

Pasal

Lokasi dapat ditetapkan sehagai Sjtus Cagar Budaya apabila:
& mengandung Beda Cagar Budaya Bangunan cagar
Budaya, dan/atau  Struktur Cagar Budaya; dan

b. MEVIMPAN; formas kegiatan manusia pada masalalu.

Satuan Ruang Geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan

Cagar Budaya apabila:

a mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang
|letaknya berdekatan;

b.  berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

C. memiliki polayang memperlihatkan fungsi ruang pada
masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses
pemanfaatan ruang berskala luas;

d. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan

e. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti
kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang
geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi
masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi
kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar

Budaya.

BAB Il
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 12

1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas pengel olaan Cagar

Budaya.
2 Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a Ppenetapan cagar budaya peringkat Daerah;

b. Pcngelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
penerbitan izin membawa Cagar Budaya keluar Daeah

dalam 1 (satu) Provinsi;

C.
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K.

mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta
meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan
hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengel olaan
Cagar Budaya;

mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang
dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya
Cagar Budaya;

menyel enggarakan Penelitian dan Pengem ban gan
Cagar Budaya;

menyediakan informasi Cagar Budaya untuk
masyarakat;

menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
memfasilitasi setiap orang dalam mel aksanakan
pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

menyel enggarakan penanggulangan bencana dalam
keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur,
situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai
Cagar Budaya;

mel akukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pel estarian warisan budaya; dan

1. mengal okasikan dana bagi kepentingan Pelestarian

Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 13

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara
lintas sektor dan wilayah;

penerbitan izin membawa Cagar Budaya keluar Daerah
dalam 1 (satu) Provinsi;

menghimpun data Cagar Budaya;

menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah;
menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
menyel enggarakan kerja sama Pel estarian Ca gar
Budaya Daerah;

mengelola Cagar Budaya peringkat Daerah;
mendirikan dan membubarkan unit pelaksana bidang
Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di
bidang kepurbakal aan;

1. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang

telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;

m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya

n.

untuk kepentingan Pengamanan;
mel akukan pengel ompokan Cagar Budaya berda kan
kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
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menetapl can batas situs dan kawasan;

mengusullcan Cagar Budaya Daerah sebagai Cagar
Budaya peringkat Daerah.

membentuk Tim Ahli Cagar Budaya; dan

membentuk Badan Pengelola Cagar Budaya.

~o DTo

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengel olaan Kawasan
Cagar Budaya.

(2) Pengelolaan kawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

(3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola
yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat hukum adat.

(4) Badan Pengel ola sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha,
masyarakat dan/atau lembaga adat.

(5) Mekanisme Pembentukan dan Tugas badan pengelolan
kawasan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 15

(1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar
Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap
memperhatikan fungsl sosial nya sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar,
hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan
pengadilan, keeuali yang dikuasai Negara.

(3) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan atau
dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali yang secara
turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

(4) Penguasaan Cagar Budaya tersebut dalam ayat (1) dan
ayat (2) meliputi benda-benda Cagar Budaya yang terdapat
di wilayah hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Setiap Orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar
Budaya peringkat kabupaten, balk seluruh maupun
bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

(2) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau
Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah
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(4)

2

©)

Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan /atau
dirawat di Museum.

Pclindungan, Pcngembangan, dan Pemanfaatan koleksi
Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di
bawah tanggung jawab pengelola Museum.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari scjak
diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau
dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib
mel aporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang
kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan/atau instans terkait.

Setiap Orang yang tidal( melapor rusaknya Cagar Budaya
yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang
berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama
30 (tiga puluh) hari sgjak diketahuinya Cagar Budaya yang
dimiliki dan/atau dikuasai nya tersehut rusak dapat
diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
Pengambilalihan pengel olaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyesuai kan dengan kewenangan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 18

Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda
Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar
Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya,
dan/atau lokas yang diduga Situs Cagar Budaya dalam
wilayah kabupaten wajib melaporkannya kepada instansi
yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/atau instans terkait paling lama
30 (tiga puluh) hari sgjak ditemukannya.

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(Dménktashardagidrerwenang di bidang kebudayaan
, pengamanan, dan/atau pengkajian
terhadap temuan.
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Pasal 19

Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya
atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian,
penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di
air kecuali dengan izin Bupati.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 20

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang
dalam melakukan Pendaftaran.

2

©

(4)

©)

2

Pasal 21

Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah
Daerah tanpa dipungut biaya.

Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan
pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan
lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak
memiliki atau menguasai nya.

Pemerintah Daerah mel aksanakan pendaftaran Cagar
Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak
diketahui pemiliknya sesuai dengan kewenangan Daerah.
Hasil pendaftaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi
dan dokumentasinya

Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang
tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengkajian

Pasal 22

Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar
B ataeynsiantGhgali Reflayel ay akannya sebagai Cagar Budaya

Pengkajian sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap
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benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang
geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar
Budaya.

(3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat
dibantu oleh unit pel aksana teknis atau satuan kerja
Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

(5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur,
atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan,
dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 23

(1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterimadari Tim
Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan,
struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang
didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

(2 Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah
ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak
mendapat Kompensasi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada
pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada
Pemerintah.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif meneatat dan
menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan
tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang
di@dhggap perlu sesuai dengan ketentuan peratu

perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner



Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelompokan
dan/atau pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan
kepentingannya dan/atau kelompoknya menjadi Cagar
Budaya peringkat daerah rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menetapkan Cagar Budaya yang dapat
ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

dengan memenuhi syarat :
a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan

dalam wilayah kabupaten;
mewakili masa gaya yang khas;
tingkat keterancamannya tinggi;
jenisnya sedikit; dan/atau
jumlahnya terbatas.

o0

Pasal 28

Pemeringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam.
Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi
peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya.

Pasal 30

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya

telah:

a. musnah;

b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;

c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau

d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27.
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BAB VII
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau
kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian
Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 32

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi, atau menggagal kan upaya Pelestarian
Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 33

Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan
Cagar Budaya.

Paragraf 1
Penyelamatan

Pasal 34

(1) Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar
Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam
keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan
tindakan penyelamatan.

(2) Keadaan darurat atau yang memaksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah jenis bencana dan/atau
bahaya yang menganeam eagar budaya.

Pasal 35

(1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah
dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.

(2) Tempat lain yang aman sebagai mana dimaksud pada ayat
(1) merupakan suatu tempat yang digunakan untuk
menjamin cagar budaya terhindar dari ke awanan dan
ancaman kerusakan, hancur, atau musnah.
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) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada

éS%“t‘ﬂﬁ ¢ dengan tata cara yang menjamin
matannya di bawah koordinasi

Tenaga Ahli Pelestarian.

(4) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan
Penyelamatan, menjaga. dan merawat Cagar Budaya dari
pencurian, pelapukan, atau kerusakan Baru.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 36

(1) Pengamanan Cagar Budaya merupakan tanggungjawab
pemilik dan/atau yang menguasainya.

(2) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah
Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau
musnah.

Pasal 37

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan
Cagar Budaya.

Pasal 38

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan,
menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang
terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 39

(1) Setiap Orang dilarang merusak Cagar Budaya, balk
seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan,
kelompok, dan/atau dari letak asal.

(2) Setiap Orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik
seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan,
kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 40
(1) Setiap Orang dilarang memindahkan Cagar Budaya

Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-
bagiannya, kecuali dengan |zin Bupati.
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(2) Setiap Orang dilarang memisahkan Cagar Budaya

1)

)

)

(4)

Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-
bagiannya, kecuali dengan |zin Bupati.

Pasal 41

Cagar Budaya, balk seluruh maupun bagian-bagiannya,
hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk
kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau
pameran.

Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan lzin
Bupati.

Tata eara pemberian izin membawa keluar Cagar Budaya
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Zonas

Pasal 42

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan
batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui
sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs
Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di peringkat
wilayah kabupaten.

Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan
untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau
religi.

Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya,

baik vertikal maupun horizontal.

(2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan

tcrhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat
dan/atau di air.

(3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

terdiri atas:

a zonainti;

b. zonapenyangga;

c. zonhapengembangan; dan/atau
d. zona penunjang.

(4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan

berdasarkan hasil kgjian dengan me gutamakan peluang
peningkatan kesegjahteraan rakyat.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 44

Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang
dimilild dan/atau dikuasainya.

Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau
yang mcnguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.

Penguasaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi Benda-benda cagar budaya yang terdapat
di Daerah.

Pasal 45

Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar
Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan
akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain,
setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas
kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata
letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses
pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan
tata cara khusus.

Pemerintah Daerah mengangkat atau menempatkan juru
pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar
Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 46

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar
Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan
kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat,
dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan
rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan:

a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau

teknologi pengerjaan;
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b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil

mungkin;
P nik, metode, dan bahan yang tidak
bersafggwﬁegrt : dan

_ pelaksana dib idang pemugaran.
appgela masa menalgianagkinkan dilakukannya

mempertimbangkan dengan tetap
dan keselamatan keamanan masyarakat
Cagar Budaya.

(4) Pemugaral, ang berpotensi menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus
didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar

udaya wajib memperoleh izin Bupati.

osedur pemberian izin Pemugaran Bangunan Cagar
Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan,
keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat
padanya.

(2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar
Budaya setelah memperoleh:

a. 1zin Pemerintah Daerah; dan
b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

(3) Pengembangan Cagar Budaya sebagai mana di maksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk
pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk
Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan
kesgjahteraan masyarakat.

(4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus
disertai dengan pendokumcntasian.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 48
(1) Pendlitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan
Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta

mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai
budaya
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Renalisien Sgbagaimana dimakesud pada ayat (1) dilakukan

.. K
a penelltl ggggﬁanuntu pengembangan mu

- pen itian terao%\n un uk pengembangan teknologi atau

ISyan

Penelitian sebagaimana dimaksud ada at (1) dapat
dilakukan sebggal bagian dari anallsl?s menaz;/ena dama;)ak
lingkungan atau berdiri sendiri.

Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan
meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian

menginformasikan dan mempublikasikan basil penelitian
kepada masyarakat.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 49

Revitalisasi potens Situs Cagar Budaya atau Kawasan
Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak,
fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan
kajian.

Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai
budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar
Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat
kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya,
kecuali dengan izin Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.

Pemerintah Daerah dilarang mengubah fungsi ruang dan
bangunan situs eagar budaya yang merupakan benda
cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur eagar
budaya yang menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa
persetujuan DPRD.

Pasal 51

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk

meningkatkan

kualitas hidup masyarakat dan

mempertahankan ciri budaya lokal.
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Paragraf 4
Adaptas

Pasal 52

1
() Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya

dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan
masa kini dengan tetap mempertahankan:

& Giri adi dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau

Struktur Cagar Budaya; dan/atau

b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah
Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya
sebelum dilakukan adaptasi.

(2) Adaptas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:

a mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar
Budaya;

b.  menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;

C.  mengubah susunan ruang seeara terbatas, dan/atau

d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi ash, dan
keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang dapat
memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama,
sosia, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,
kebudayaan, dan pariwisata.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan
promosi Cagar Budaya.

3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupaizin
Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian,
dukungan dana, dan/atau pelatihan.

(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan
kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

G Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan
waib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis

: lingkungan sesuai ketentuan peraturan
mengenai dampak

perundang-undangan.
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Pasal 55

1)
Cagar Budaya Y ang pada saat ditemukan sudah tidak
ResEHReshsFaRL oMUl a dapat dimanfaatkan untuk

i atdilakukan dengan i%ﬁagalﬁgﬂnadlm su paca
peringkat Cagar deva dar/ sesual dengan
adat 'I'Eu yadavatal  yaqarakat hukum
memiliki
) Kep&watp anem dan/ atau menguasainya,

diatur lebih 150t O8 S 8 BEna T Bk padaayat (1)

Pasal 56
1
@ Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai

Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang
dan pelindungannya.

2 Pemerintah Daerah menghentikan pemanfaatan atau

membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila
pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan
perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.

(3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus

dikembalikan geperti keadaan semula sebelum
dimanfaatkan.
Biaya . . .

(4) pengembalian seperti keadaan semula dibebankan
kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 57

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya
yang tercatat sebagal peringkat kabupaten hanya dapat
dilakukan atas |zin Bupati.

Pasal 58

Pemanfaatan koleksl berupa Cagar Budaya di museum
dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan
pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau

pariwisata.
Pasal 59

Setiap Orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya
baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan
komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya
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Pasal 60

Orang dilarang memanfaatkan
REhsten ; ? ? Cagar Budaya peringkat

cara perban)PﬂanSﬁlé’f:bja[} i"Q2HGAN l%ﬁglan baglannya, dengan

AN ﬁlll

Pasal 61

(1) Scmua. Anggaran pengclolaan Cagar Budaya dan Museum
Dacrah yang diatur dalam Peraturan Daerah dibebankan
pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah, dan
sumbcr lain yang sah dan tidak mengikat scsuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendanaan. Cagar Budaya menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat.

(3) Pendanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berasal
dari:

a  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah mengal okasikan anggaran untuk
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip
proporsional.

(5) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk
Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan
penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

o 0T

BAB IX
SANKSI ADMINISTRAS

Pasal 62

(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 44
ayat (1), Pasal 46 ayat (5), Pasal 50 ayat (1), Pasal 56 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 60 dapat dikenakan sanksi
administrasi. _ _ _

) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a peringatan tertulis;
b. denda
c. pencabutanizin.
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(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana

(1)

(2)

(4)

(2)

(3)

gé%%(%%%la 1%%% %ﬁl{) é{li)' dan ayat (2), diatur lebih lanjut

BAB X
PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pen gawasan

Pasal 63

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap

pengawasan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan
Daerah.

Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan
Pelestarian Cagar Budaya.

Pengawasan Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh
Pejabat Yang Ditunjuk yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kebudayaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 64

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang metrologi legal, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah : | ) i
, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang metrologi legal agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
" mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakuk sehubungan
dengan tindak pidana metrologi legal;
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(4)

(2)

meminta keterangan n bahan bukti dari
iR R & orang

di bidang metrologi legal

d le ;
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berBfieA lidRgan tindak pidana di metrologi legal;

bukti penggeledahan untuk mendapatkan bahan
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,
%eerrste rdlt(;elakukan penyitaan terhadap bahan bukti
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
metrologi legal;
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana metrologi legal;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J-  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah
dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanga.n.

Penyidik - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap Orang yang sengaja mencegah, menghalang-
halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

gle%%%)()rang yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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&) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi pidana
%abgﬁnaggn ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

(5 Dengapahggai mana dimaksud pada ayat (1)
penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib
menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan
Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sgjak berlakunya
Peraturan Daerah ini.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. ) )
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan i Batulicin
padatangg 16 Desember 2019
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ROOSWANDI SALEM
LEMEA/¥A H K ABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 14

KA
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINS|

LIMANTAN SELATAN: (14,127/2019)
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